BAB VII
MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA KOLABORATIF
DI KABUPATEN TANAH LAUT

7.1. Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut sebuah kabupaten yang
dianugerahkan kekayaan alam yang luas dan memiliki berbagai
sumber daya alam, tentu mempunyai potensi dan kemampuan untuk
mensejajarkan diri dengan daerah lain, dalam pengembangan
pariwisata. Ada keinginan dan semangat yang tinggi untuk
melakukan  berbagai  program  akselerasi  pengembangan
kepariwisataan,  sehingga  berdampak pada  peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan secara potensi
destinasi alam yang tersebar di beberapa Kecamatan, terutama
kecamatan yang memiliki pantai.

Pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan yang telah
dilaksanakan adalah sebagai suatu langkah besar, yang telah
dilakukan oleh pemerintah daerah, namun setelah dilaksanakan
belum memperlihatkan kemajuan, yang diharapkan. Hal ini menjadi
pertanyataan, apakah terjadi suatu kegagalan teori, atau kegagalan
dalam memberikan melaksanakan, sebagaimana yang dinyatakan
oleh Wess, bahwa dalam menganalisis ketidak berhasilan suatu
impelementasi kebijakan terdapat dua hal,. Menurut, Wess bahwa
hanya ada dua tipe kegagalan kebijakan yang diketahui, yaitu: (1)
kegagalan program, adalah ketika kebijakan gagal untuk
diimplementasikan seperti yang didesain sebelumnya, dan (2)
kegagalan teori, adalah ketika kebijakan telah diimplementasikan
sesuai dengan desain tetapi tidak diberikan hasil seperti yang
diharapkan. Dalam hal implementasi kebijakan pariwisata di Tanah
Laut. Oleh karena implementasi kebijakan kurang maksimalnya
hasil yang dicapai dalam implementasi kebijakan pengembangan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, adalah dari teori yang
dibangun dengan menggunakan analisis model Edward, terdapat
kelemahan dengan menggunakan analisis pada 4 (empat) indicator
utama, belum menghasilkan secara optimal, hal ini dikarenakan



ada faktor-faktor yang tidak di perhatikan, yaitu berkenaan dengan
kepemimpinan dan pengendalian.

Analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai
temuan dilapangan dan berdasarkan dari dokumen serta sumber
lainnya telah menunjukkan adanya beberapa hal penting, yang perlu
diungkapkan pada akhir uraian pengembangan kebijakan ini.

Di dalam bahasan implementasi kebijakan yang
dilaksanakan, telah menetapkan ada tiga tema pokok, yang menjadi
bahan kajian, yaitu; Pertama; proses implementasi kebijakan,
meliputi; rumusan implementasi kebijakan, baik berupa; visi, misi,
RPJMD, Perda No. 05/2014 yang berisi tentang Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD), dan Perda No. 05
Tahun 2015, adalah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK),
dan Renstra Disparbudpora. Kedua, Lembaga pelaksana
implementasi kebijakan, meliput; struktur birokrasi, sumber daya
yang dimiliki, dan kelembagaan mitra pemerintah dalam
pengembangan pariwisata. Ketiga, adalah kepemimpinan dalam
pelaksanaan kebijakan, yang meliputi; keefektifan kepemimpinan,
dan komitmen.

Pelaksanaan implementasi  kebijakan  pengembangan
kepariwisataan kabupaten belum optimal, hal ini didasarkan melalui
landasan teori Edward, analisis model Edward menjadi alat
pengukur terhadap indikator temuan pada empat tema,
menunjukkan belum semuanya memberikan dukungan terhadap
keberhasilan. Indikator pada model ini berisi komponen, yaitu;
komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan kelembagaan.

Dengan adanya selisih hasil antara temuan kajian
berdasarkan pada tiga komponen, yang dirincikan menjadi 6 tema,
dengan 4 (empat) instrument analisis model Edward, maka hal ini
menjadikan implementasi pada teori yang digunakan belum optimal
membuahkan hasil pada pelaksanaan implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata di Tanah Laut.

Sebagaimana diketahui bahwa; komponen kepemimpinan
dalam pelaksanaan kebijakan adalah bagian tidak bisa dihilangkan
dalam suatu pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini sebagai



mana yang telah dinyatakan  Malcolm L. Goggin (1990),
memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor
pelaksana implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan
implementasi kebijakan.

Untuk mempertajam pembahasan, terhadap pengembangan
pariwisata ke depan perlu dilakukan analisis melalui analisis
SWOT, terhadap faktor-faktor internal dan ekternal, agar dapat
menunjukkan dan mengetahui titik lemah yang lebih dominan,
daripada semua indikator.

Dalam memformulasikan analisis SWOT, yaitu menganalisis
faktor internal dan faktor eksternal implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata melalui analisis kekuatan, kelemahan,
peluang dan acaman yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut.

Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat
memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities),
dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan
(weaknesses) dan ancaman (threats). Dengan mengetahui faktor
internal yaitu (kekuatan dan kelemahan), maka dapat mengurangi
kelemahan dan pada saat yang sama dapat memaksimalkan
kekuatan. Begitu pula dengan faktor eksternal yaitu peluang dan
ancaman, ketika ancaman diperkecil, maka dapat dimaksimalkan
dengan peluang.

Analisis SWOT menurut Bryson dalam (Gitusudarmo, 2001),
dianggap sebagai bagian dari langkah pengembangan strategis,
yang mengkaji persoalan yang akan datang berdasarkan faktor
internal dan eskternal yang mempengaruhi. Sehingga persiapan
melaksanakan strategis dan isu sekarang dan akan datang akan
dapat dikerjakan secara efektif.

Maka dalam analisis SWOT dilakukan analisis data tingkat
kesiapan fungsi-fungsi kebijakan yang diperlukan dalam mencapai
sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu ditemukan faktor-
faktornya, baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor
ekternal, karena menurut (Siagian, 2000) bahwa; dalam
melaksanakan analisi strategi SWOT keampuhannya terletak pada



kemampuan para pelaksana strategi Lembaga atau organisasi untuk
memaksimalkan peranan faktor kekuatan dan pemanfaatan peluang
sehingga sekaligus berperan sebagai alat untuk meminimalkan
kelemahan dan menekan dampak ancaman yang akan timbul dan
dihadapi lembaga tersebut.

(Gitusudarmo, 2001) menambahkan bahwa kekuatan terbesar
organisasi bisa jadi pula merupakan kelemahannya yang paling
besar, sehingga bagi pelaku atau penentu Lembaga tidak merasa
khawatir ada hubungan seperti itu karena hal itu bisa dianalisis
melalui SWOT tersebut.

Beberapa bagian faktor pendukung dan penghambat yang
menjadi temuan pada bab sebelum akan menjadi bagian daripada
faktor internal, demikian juga terhadap faktor-faktor yang termasuk
dalam bagian daripada faktor internal ekternal pada bab
sebelumnya merupakan bagian yang menjadi alternative untuk
dipilih menjadi uji analisis SWOT. Selain pengambilan dari data
bab sebelumnya, ada beberapa hasil observasi lapangan, studi
dokumen, rumusan implementasi dan termasuk wawancara.

Dalam analisisi SWOT terdiri dari pada analisis lingkungan
internal, yang mempunyai kekuatan dan kelemahan, dan pada analisis
lingkungan eksternal juga terdiri atas dua faktor yaitu, faktor peluang
dan faktor ancaman. Dalam faktor eksternal, adalah berasal dari faktor
yang berada diluar jangkauan pemerintah daerah  untuk
mempengaruhinya, namun tetap dapat dilakukan  untuk
mempengaruhi. Pemerintah daerah berusaha untuk mempengaruhi
faktor ancaman dengan memperkuat faktor internal, yaitu kekuatan
dengan meminimalkan faktor kelemahan. Berikut penulis aplikasikan
dalam suatu matrik, terhadap faktor internal dan eksternal, yang
menjadi temuan fakta dan data pada bab sebelum, untuk di
formulasikan melalui matriks berikut ini :



Tabel 7.1

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan

Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Kekuatan (Strengths)

Kelemahan (Weaknesses)

Tersedia dua buah perda,
pengembangan pariwisata
Adanya Lembaga formal Disparbud,
sebagai  struktur  birokrasi  yang
mempunyai tugas dan fungsi secara
konstitusional

Tanah Laut terletak pada geografi yang
strategis, adanya kawasan industri,
pelabuhan dan toll laut.

Mempunyai kekayaan alam, wisata alam,
budaya dan ekowisata
Masyarakat  yang
wisatawan

tentang

terbuka terhadap

Belum adanya perbub penguat perda
pengembangan pariwisata

Belum adanya SOP pada struktur
organisasi  Disparbud dan  kurang
kompetensinya pada sebagian pegawai
pelaksana

Belum optimalnya kegiatan promosi
tentang keunggulan pariwisata Tanah Laut
Rendahnya  komitmen  para  aktor
kepemimpinan dalam pelaksana kebijakan
pariwisata

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
sektor pariwisata dalam kegiatan ekonomi

Peluang (Opportunities)

Ancaman (Threats)

Banyak investor dan pengusaha untuk

menanam investasi pada  sektor
pariwisata.
Banyak pantai dan potensi laut yang

belum dikelola dengan baik.

Belum ada hotel dan restoran yang
memiliki kelas berbintang.
Kemudahan akses dari
pelabuhan laut
Tersedia sumber
manusia.

bandara dan

daya, alam, dana,

Lokasi daerah yang berdampingan dengan
Tanah Bumbu kabupaten Banjar, kota
banjarabaru.

Tumbuhnya beberapa industri, dunia usaha
berskala multi nasional di Tanah Laut.
Adanya pembangunan pelabuhan laut.

Belum tersedia tranportasi publik akses
langsung ke objek tujuan wisata.

PAD dari pertambangan yang sudah
sangat berkurang.

Sumber: Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil kesimpulan analisis faktor internal dan
eksternal dapat diformulasikan dengan menggunakan matrik SWOT
untuk menyusun strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten
Tanah Laut ditampilkan dalam tabel berikut ini:



Tabel 7.2

Matriks Analisis SWOT Implementasi Kebijakan Pariwisata

Kekuatan (Strengths)

1. Tersedia dua buah perda,

Kelemahan (Weaknesses)

Belum adanya perbub penguat

tentang pengembangan perda pengembangan
Faktor Internal pariwisata pariwisata
2. Adanya Lembaga formal Belum adanya SOP pada
Disparbud, sebagai struktur | struktur organisasi Disparbud
birokrasi yang mempunyai dan kurang kompetensinya
tugas dan fungsi secara pada sebagian pegawai
konstitusional pelaksana
3. Tanah Laut terletak pada Belum optimalnya kegiatan
geografi ~ yang  strategis, promosi tentang keunggulan
adanya kawasan industri, pariwisata Tanah Laut
pelabuhan. Rendahnya komitmen para
4. Mempunyai kekayaan alam, aktor kepemimpinan dalam
wisata alam, budaya pelaksana kebijakan pariwisata
Faktor Ekternal ekowisata. Kurangnya kesadaran
5. Masyarakat yang terbuka masyarakat terhadap sektor
terhadap wisatawan, pariwisata  dalam  kegiatan
ekonomi
Peluang Strategi Peku Strategi Pelem
(Opportunities)
. Sosialisasikan lebih intensif Buatkan perbub pengembangan

Banyak investor

pengusaha untuk

menanam investasi pada

sektor pariwisata.
Banyak  pantai
potensi laut yang belum
dikelola dengan baik.
Belum ada hotel dan
restoran yang memiliki
kelas berbintang.
Kemudahan akses dari

bandara dan pelabuhan |

laut
Tersedia sumber daya,
alam, dana, manusia.

dan '

dan i

tentang perbub dan kebijakan
pariwisata kepada investor
dan masyarakat

Lakukan pendataan tentang
potensi destinasi wisata untuk
pengembangan baru yang bisa
ditawarkan kepada investor

l. Berikan  kemudahan ijin
pendirian usaha hotel atau
industry dan industri

pariwisata lainnya
Promosikan melalui berbagai
media di bandara dan
pelabuhan  tentang  objek
wisata Tanah Laut

. Lakukan kerjasama dengan
masyarakat, pengusaha dan
investor dalam pengembang -

. Optimalisasi

pariwisata dalam memperkuat
kebijakan melalui kolaborasi
dengan  masyarakat, dunia
usaha & industri

Lakukan workshop pembuatan

. sop dan sertifikasi tenaga teknis

kepariwisataan.

. Optimalkan promosi di lokasi

strategis terutama di bandara
dan pelabuhan

Perkuat komitmen para
pimpinan pelaksana kebijakan
dalam  menjalan  kebijakan
sesuai visi dan misi bupati.
sumber  daya,
untuk pengembangan
pariwisata dengan infrastruktur
dan prasarana, jalan, jaringan

an pariwisata listrik, komunikaasi dan
transportasi publik.
Ancaman (Threats) Strategi Aku Strategi Alem

Lokasi daerah yang Koordinasi dengan kabupaten | Inovasi terhadap
berdampingan  dengan yang berdekatan, tentang pengembangan pariwisata
Tanah Bumbu kebijakan pariwisata melalui melalui perbub untuk
kabupaten Banjar, kota | sosialisasi perda. mengalahkan kabupaten
banjarabaru. Kerjasamakan dalam terdekat.
Tumbuhnya  beberapa pengelolaan dan | Komunikasikan secara intensif
industri, dunia usaha pengembangan pariwisata dan  berkolaborasi  dalam

berskala multi nasional

dengan pihak ketiga dengan

pengelolaan pariwisata bersama




di Tanah Laut.

prinsip win-win solution.

pihak dunia usaha dan dunia

Adanya pembangunan Sediakan petugas perwakilan industri
pelabuhan laut. pariwisata dipintu pelabuhan | Perbesar  anggaran  dalam
Belum tersedia | Sebagai antisipasi dan promosi | pengembangan pariwisata, agar
) ) Sediakan transportasi publik berimbang dengan arus
tranportasi publik | dan perorangan akses ke objek | wisatawan melalui pelabuhan
wisata yang aman dan murah laut.
akées ‘Iangsu‘ng ke Sosialisasikan secara intensif | Alokasikan anggaran untuk
objek tujuan wisata. kepada masyarakat, baik | memfasilitasi infrastruktur,
PAD dari pertambangan melalui lembaga kemitraan prasarana, jalan,  jaringan
yang sudah  sangat | maupun  formal tentang listrik, komunikaasi.
berkurang. pentingnya pariwisata. . Tingkatkan sektor pariwisata
melalui promosi dan
penyelenggaraan even-even
penting dalam peningkatan

ekonomi kreatif.

Sumber: Matriks Analisis SWOT adaptasi Sanusi

Berdasarkan Tabel 7.2. dapat dianalisis bahwa dalam
rangka mencapai target dan sasaran implementasi kebijakan yang
telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, melalui rumusan
perda pengembangan pariwisata No. 5 Tahun 2014 tentang RIPKD
dan Perda No. 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan,
yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
pada akhir periode masa jabatan seorang kepala daerah tahun 2018.
Melihat dari hasil analisis SWOT di atas, dapat dikatakan bahwa
tingkat kesiapan faktor-faktor belum siap, sehingga pencapaian
sasaran keberhasilan pengembangan kebijakan masih banyak tidak
terlaksana, ketidak siapan faktor faktor lebih besar daripada yang
sudah siap, untuk itu perlu meningkatkan sasaran kebijakan agar
terjadi keseimbangan kesiapan faktor tersebut. Dengan kata lain
bahwa dengan banyaknya ketidak siapan faktor-faktor maka
diperlukan langkah-langkah strategis dalam pemecahan masalah
tersebut.

Perlu diketahui bahwa dalam analisis SWOT diatas, cukup
hanya dengan menggunakan analisis matriks SWOT, tidak
mengunakan skala kuadran atau menggunakan sumbu x dan v,
dengan alasan bahwa tujuan penelitian kebijakan disini bukan untuk
kebijakan, yang mengukur secara mendalam pelaksanaan daripada
implementasi kebijakan, tetapi penelitian tentang implementasi
kebijakan yang telah dilaksanakan (Nugroho, 2015). Untuk itu
analisis dan pemecahan dapat dilakukan dengan mengedepankan




analisis faktor internal dan eksternal. Untuk memberikan pemecahan
terhadap ketidaksiapan faktor di atas adalah; melalui strategi, pertama;
strategi peku, yaitu mengambil peluang dengan membesar faktor
kekuatan, kedua pelem, yaitu melakukan strategi mengambil peluang
dengan meminimalkan faktor kelemahan. Ketiga strategi Aku,
memperbesar faktor kekuatan dengan mengurangi faktor ancaman,
dan keempat, yaitu strategi mengurangi ancaman dan meminimalkan
kelemahan.

Dengan demikian dapat diambil beberapa strategi dalam
rangka pengembangan pariwisata, sebagaimana berikut ini;
Strategi PEKU, mengambik Peluang dan menggunakan Kekuatan,
yaitu;

1. Sosialisasikan lebih intensif tentang perbub dan kebijakan
pariwisata kepada investor dan masyarakat
2. Lakukan pendataan tentang potensi destinasi wisata untuk
pengembangan baru yang bisa ditawarkan kepada investor
3. Berikan kemudahan ijin pendirian usaha hotel atau industri dan
industri pariwisata lainnya
4. Promosikan melalui berbagai media di bandara dan pelabuhan
tentang objek wisata Tanah Laut
5. Lakukan kerjasama dengan masyarakat, pengusaha dan investor
dalam pengembang-an pariwisata dan penataan pariwisata.
Strategi PELEM, mengambil Peluang dan mengurangi Kelemahan,
yaitu;

1. Buatkan perbub pengembangan pariwisata dalam memperkuat
kebijakan melalui kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha
& industri

2. Lakukan workshop pembuatan sop dan sertifikasi tenaga teknis
kepariwisataan.

3. Optimalkan promosi di lokasi strategis terutama di bandara dan
pelabuhan

4. Perkuat komitmen para pimpinan pelaksana kebijakan dalam
menjalan kebijakan sesuai visi dan misi bupati.



5.

Optimalisasi sumber daya, untuk pengembangan pariwisata
dengan infrastruktur dan prasarana, jalan, jaringan listrik,
komunikaasi dan transportasi publik.

Strategi AKU, mengurangi Ancaman dan menggunakan Kekuatan,
yaitu;

1.

Koordinasi dengan kabupaten yang berdekatan, tentang
kebijakan pariwisata melalui sosialisasi perda.

Kerjasamakan dalam pengelolaan dan pengembangan
pariwisata dengan pihak ketiga dengan prinsip win-win
solution.

. Sediakan petugas perwakilan pariwisata dipintu pelabuhan

sebagai antisipasi dan promosi

. Sediakan transportasi publik dan perorangan akses ke objek

wisata yang aman dan murah

. Sosialisasikan secara intensif kepada masyarakat, baik melalui

lembaga kemitraan maupun formal tentang pentingnya
pariwisata.

Strategi ALEM, mengurangi Ancaman dan mengurangi
Kelemahan, yaitu;

1.

Inovasi terhadap pengembangan pariwisata melalui perbub
untuk memenangkan kompetisi destinasi wisata kabupaten/kota
terdekat.
Komunikasikan secara intensif dan berkolaborasi dalam
pengelolaan pariwisata bersama pihak dunia usaha dan dunia
industri

. Perbesar anggaran dalam pengembangan pariwisata, agar

berimbang dengan arus wisatawan melalui pelabuhan laut.
Alokasikan anggaran untuk memfasilitasi infrastruktur,
prasarana, jalan, jaringan listrik, komunikaasi.
Tingkatkan  sektor  pariwisata melalui  promosi dan
penyelenggaraan event-event penting dalam peningkatan
ekonomi kreatif.

Dengan adanya hasil dari analisis di atas dapat menerapkan



strategi-strategi di atas, akan dapat memfokuskan langkah-langkah
strategis yang harus dilaksanakan ke depan, apakah dalam
pengembangan pariwisata di daerah kabupaten Tanah Laut layak
untuk diteruskan atau tetap dihentikan setelah mempertimbangkan,
melihat dari pada kecendrungan dukungan dan hambatan.

Menurut (Bungin, 2007) untuk menjadikan sebuah
alternative dalam suatu kebijakan, maka faktor-faktor tersebut harus
dilakukan analisis, dengan membuat suatu kombinasi antar faktor
internal dengan faktor eksternal. Dengan demikian akan terlihat
kecenderungan untuk dibuat suatu keputusan.

Kebijakan ~ dalam  pengembangan  pariwisata
menempatkan pemerintah dalam posisi strategis sebagai
motor penggerak berbagai sektor dan kegiatan yang dapat
mendukung serta menciptakan suasana yang kondusif bagi
berjalannya pengembangan pariwisata di suatu daerah atau
kawasan pariwisata. Langkah awal menuju kondisi tersebut
dapat dilakukan dengan meletakkan dasar bagi rencana
pengembangan yang akan dilakukan yang biasanya tertuang
dalam cetak biru atau master plan rencana kepariwisataan
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan mulai dari
bentuk undang-undang sampai kepada Keputusan Kepala
Daerah.

Pewujudan suatu kebijakan memerlukan strategi bagi
bekerjanya organizational learning process (Osborne). Proses
belajarnya organisasi harus didekati dari sisi strategic
management (Wheelen and Hunger), yakni “that set of
managerial decisions and actions that determines the



longterm performance of a corporation”. Artinya perlu ada
seperangkat keputusan yang dijadikan dasar kebijakan
bertindak untuk menentukan kinerja keorganisasian.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari
solusi atas persoalan tersebut, salah satunya adalah dengan
cari mempelajari dari suatu pengalalaman, pengetahuan yang
telah terbukti, melalui penelitian dan pembuktian-pembuktian
nyata dari suatu praktik ilmiah. Model-model implementasi
kebijakan yang unggul adalah model yang telah dibuat secara
teliti melalui pemikiran inovasi dari suatu implementasi
kebijakan yang dilaksanakan sebelumnya, karena itu
melakukan inovasi atau sebuah implementasi kebijakan yang
sudah dilaksanakan, adalah sebuah kreatifitas untuk
memperoleh kemajuan atas pencapaian keberhasilan dalam
melakukan pelaksanaan kebijakan pengembangan suatu
kegiatan.

Implementasi  kebijakan pariwisata yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, yang masih belum
mendapatkan hasil yang memuaskan dari semua pemangku
kepentingan, harus terus dilakukan jalan keluar, melalui
inovasi, yaitu model implementasi kebijakan yang telah
diterapkan harus dilakukan inovasi baru, melalui managemen
strategi kebijakan model Edward dengan mengkolaborasian
dengan model Wanna, yang modelnya juga, disebut sebagai



model kolaboratif (collaborative governance), yaitu kebijakan
model paritisipatif, kebijakan pengembangan pariwisata yang
melibatkan pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran
penting untuk membantu pemerintah daerah, mengingat tidak
semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh
pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM
dan finansial.

Beberapa komponen, yang menjadi faktor pendukung
sudah tersedia dalam pengembangan pariwisata, prasyarat
yang telah ada tersedia di antaranya visi, misi, kebijakan
berupa perda pengembangan kebijakan, ketenagaan, sarana
prasarana, sistem pengelolaan, keuangan, rencana strategis
yang meliputi; strategi pelaksanaan dan pangsa pasar.
Sementara kebijakan pengembangan pariwisata yang
diinginkan, meliputi; konsep program (perbub), operasional,
pendekatan, metode dan teknik serta standar mutu pariwisata
yang akan diunggulkan.

Selain semua komponen di atas, perlu dilakukan
analisis terhadap faktor lingkungan, baik internal maupun
eksternal yang menjadi pendukung, kekuatan-peluang, dan
penghambat kelemahan-ancaman agar dalam pengembangan
pariwisata dapat dilakukan dengan tepat. Pelaksanaan
pengembangan pariwisata yang sesuai dengan tuntutan



perubahan kondisi lingkungan, adalah suatu keharusan, bukan
saja harapan pemerintah semata, tapi harapan seluruh
stakeholder sekarang ini, agar daerah mampu memperoleh
pendapatan asli daerah yang lebih baik, mengalihkan
pendapatan dari pertambangan ke pariwisata, secepatnya
harus dilakukan. Dewasa ini mendapatkan anggaran daerah
melalui DAU makin sulit, daerah hanya mengandalkan dana
alokasi umum (DAU) akan sangat tergantung dengan situasi
politik ~ pemerintahan  pusat, yang sulit diprediksi
(unpredictable), seperti terjadi tiga tahun terakhir, bisa saja
anggaran yang didapatkan berlimpah hari ini, namun besok
terjadi  multi  krisis, termasuk krisis politik yang
mempengaruhinya.

Karena itu apabila pengembangan pariwisata ini
dapat kita lakukan dengan baik, efektif sesuai dengan
kehendak stakeholder dan wisatawan yang berkunjung, maka
daerah ini akan dapat mempercepat meningkatkan pendapatan
pengalihan dari tambang ke pariwisata, menjadi pemenang
dalam hal kompararatif dan kompetitip disektor pariwisata.

Untuk itu pengembangan terhadap pariwisata
berdasarkan manajemen kebijakan strategi harus dilakukan.
Karena kajian manajemen strategi diantaranya adalah
responsive terhadap perubahan, yaitu langkah strategisnya
yang selalu berorientasi pada perubahan dan tuntutan



kebutuhan, disamping itu manajemen strategi adalah berusaha
untuk mengantisipasi pada tuntutan masa depan (Mulyasana,
2003). Sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 7.1 Model Pengembangan Pariwisata
berdasasrkan permintaan Stakeholder
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Sumber : Adaptasi Tesis Manajemen Stategik
Sihabuddin, (2003)

Untuk melaksanakan kolaboratif teori diatas, Vaitu
kolaboratif model Edward dengan model collaborative Wanna,
berikut peneliti uraikan karakteristik kedua teori yang menjadi
metode pendekatan untuk membawa pengembangan pariwisata
dapat lebih efektif dan unggul.

7.2. Manajemen Strategi Pengembangan Pariwisata di Tanah
Laut

Konsep manajemen strategi, semula diterapkan didunia
militer, dengan istilah taktik dan strategi, kemudian ke dunia bisnis
dan pemerintah.Penerapan manajemen strategi pada kedua jenis
institusi tersebut tidaklah jauh berbeda, hanya pada organisasi
sektor publik tidak menekankan tujuan organisasi pada pencarian
laba tetapi lebih pada pelayanan. Menurut Anthony dan Young



dalam Salusu (2003) penekanan organisasi sektor publik dapat
diklasifikasikan ke dalam 7 hal yaitu: (1) Tidak bermotif mencari
keuntungan. (2) Adanya pertimbangan khusus dalam pembebanan
pajak. (3) Ada kecenderungan berorientasi semata — mata pada
pelayanan. (4) Banyak menghadapi kendala yang besar pada tujuan
dan strategi. (5) Kurang banyak menggantungkan diri pada kliennya
untuk mendapatkan bantuan keuangan (6) Dominasi profesional.
(7) Pengaruh politik biasanya memainkan peranan yang sangat
penting. Seorang ahli bernama Koteen menambahkan satu hal lagi
yaitu; less-responsiveness bureaucracy, menurutnya birokrasi
dalam organisasi sektor publik sangat lamban dan berbelit-belit.
Sedangkan pada sektor swasta penekanan utamanya pada pencarian
keuntungan atau laba dan tentunya kelangsungan hidup organisasi
melalui strategi dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kepemimpinan merupakan satu elemen kunci yang efektif
dalam manajemen strategi. Pemimpin memfokuskan organisasi
mereka pada arah strategi. Mereka menciptakan suatu agenda untuk
perubahan strategi. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan
organisasi menuju visi strategi. Terlebih di sektor publik, dimana
pemimpin pada level messo, yaitu Bupati sangat mengambil peran
penting. Pemimpin memperoleh kepercayaan dari konstituen dari
visi dan misi RPJMD yang ia usung, lalu kemudian visi misi
tersebut diolah di seluruh badan, dinas dan kantor untuk dijadikan
acuan program yang akan dilaksanakan. Pemimpin-pemimpin
(kepada SKPD) strategi dalam sektor publik memberdayakan para
atasan dan para pegawainya untuk membuat keputusan yang
berkaitan dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Berkaitan
dengan hal ini, kepala dinas pariwisata pemuda dan
kebudayaandalam sektor publik membutuhkan desain sistem
perencanaan strategik yang tepat. Sebagaimana gambar berikut;



Gambar 7.2 Model Manajemen Strategi Sektor Publik

MISI ORGANISASI VISl

STRATEGI

I

KEBIAKAN

!

PROGRAM |l PENGAMNGGARAN
| KINERIA l
PROYEK PENGENDALIAN)
PRODUK Evaluasi

Sumber : Nugroho dalam Kebijakan Publik

Untuk menetapkan strategi suatu sektor publik, Yang
pertama mengetahui apa saja model manajemen strategi yang ada,
yang digunakan di sektor publik. Setidaknya ada sekitar 4 model
strategi yang biasa dikenal, yaitu: (a) Model perencanaan klasik, (b)
Model bisnis, (¢) Model perencanaan strategi visioner, dan yang
terakhir (d) Model manajemen strategi peramalan (Joyce, 1999).

Model perencanaan klasik menitik beratkan pada
formalitas organisasi pemerintah untuk menyusun suatu rencana
strategis yang akan diturunkan kepada unit-unit bisnis di bawahnya.
Jenis model ini umumnya tidak berjalan dengan maksimal karena



selain paradigma birokrat dan formalitas, unit organisasi dibawah
belum tentu memiliki komitmen yang sama dengan unit induk.
Model bisnis menitik beratkan pada hubungan transaksi antara
organisasi induk dan organisasi dibawahnya (purchase provider).
Model lebih  memberikan insentif bagi organisasi untuk
melaksanakan strateginya dikarenakan adanya sifat transaksional
yang biasanya berbentuk bonus.

Model perencanaan strategis visioner berorientasi pada
pola pikir jangka panjang dimana manajer akan mencari aktivitas
yang akan dilakukan dalam membawa organisasi dari kondisinya
saat ini menuju masa depan yang diharapkan. Model perencanaan
strategi peramalan berfokus pada pengembangan area spesialisasi
atau kapabilitas organisasi dan pengembangan relasi dan aliansi
dengan organisasi lain dalam rangka memastikan pencapaian visi
organisasi.

Sedangkan menurut Sanusi, bahwa dalam manajemen
strategi itu ada tiga yang dapat dkembangkan, yaitu, a) strategi
korporasi, yaitu suatu strategi yang melakukan pemilihan unggulan
untuk pengelolaan secara strategis, misalnya pemerataan,
kebermutuan, dan efesiensi. Ditambahkan sanusi, termasuk
kemantapan (stability), pertumbuhan, dan retrenchment, antar
Lembaga, b) strategi bisnis, yaitu suatu strategi yang dilakukan
pada tingkat departemen yang diserahi tugas dant anggunjawab
oleh manajemen puncak, ¢) manajemen fungsional (Sanusi, 2001),
yaitu strategi yang dilakukan dengan melakukan prioritas atau
menjadikan dasar pemicu dari program yagn dikembangkan. Sanusi
menekankan strategi ini sebagai pendukung dari kedua strategi
sebelumnya, namun dititik beratkan pada fungsi-fungsi Kkerja
pengelolaan, baik perencanaan, pengelolaan, dan evaluasinya.
Berikut adalah karakteristik dari manajemen strategi yang efektif:

a. Memiliki strategi yang jelas serta visi kedepan dari
organisasi

b. Memiliki arah strategi yang ditekankan oleh pimpinan
tertinggi, dengan mempertimbangkan keinginan rekanan
serta stakeholder



Memiliki mekanisme untuk penentuan akuntabilitas
(terutama untuk masyarakat dalam memenuhi harapan
mereka dan pihak manajemen yang lebih tinggi dalam
memenuhi sasaran kebijakan umum)

Memiliki kerangka struktur dan sistem kebijakan dalam
semua tingkatan manajemen yang dapat dijadikan dasar
dalam koordinasi segala hal (termasuk tujuan yang
bermacam-macam) walaupun dihadapkan dalam situasi
persaingan antar prioritas dan tujuan yang sama sekali
berbeda.

Memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi kesempatan
dan merespon perubahan eksternal dengan berdasar pada
keputusan strategi yang sedang dijalankan

Memiliki kerangka yang jernih, logis dan teratur untuk
melakukan manajemen resiko, baik untuk
menyeimbangkan resiko dan pengembalian dari arah
kegiatan organisasi, mengatasi segala ketidakpastian dari
resiko kegiatan, atau memastikan kelangsungan kegiatan
organisasi.

Isu-isu strategi dihadapi oleh organisasi akan menimbulkan

respon yang membutuhkan keahlian organisasi dalam manajemen
strategi-kemampuan organisasi dalam keberhasilan mengenali dan
menghadapi isu strategis. Dalam sektor publik, kemampuan-
kemampuan ini meliputi:

1.

Mengetahui kebutuhan dari masyarakat, bukan hanya
kenyamanan dalam organisasi

Tingkat efisiensi dan value for money yang lebih tinggi
Perbaikan dan inovasi dalam penyampaian layanan publik
kepada masyarakat

Bekerjasama dalam pembuatan kebijakan

Komunikasi yang baik dengan rekanan dan penerima
layanan

Koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah yang
lebih baik



Manajemen strategi memiliki peran koordinasi dan integrasi,
mencari strategi bisnis dan pendukung yang telah jelas, dan
selanjutnya memastikan kepantasan dari subyek strategi-strategi
tersebut.Tugas dari manajemen strategi, dalam kolaborasinya
dengan rekanan, ialah untuk mengatur kelangsungan dari proses:

1. Memelihara hubungan yang baik antara organisasi dan
lingkungan sekitarnya dengan kata lain mempersiapkan
organisasi pada masa datang yang penuh ketidakpastian

2. Mengembangkan dan melaksanakan pendekatan untuk
implementasi agenda untuk perubahan strategi

3. Mengembangkan, meninjau kembali dan memonitor
kebijakan-kebijakan dalam lingkup serta kendala terhadap
keputusan manajemen dalam perencanaan pelaksanaannya

4. Menggunakan  teknologi dalam mengidentifikasi
kesempatan bagi penemuan dan pengembangan strategi

Strategi untuk sebuah organisasi dalam prosesnya, secara

umum harus meliputi:
Visi, pandangan jangka panjang tentang bagaimana organisasi akan
memposisikan dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan
kegiatan misalnya: peran organisasi, fungsi dari produk atau jasa
yang disampaikan, hubungan dengan peneriman pelayanan dan
lain-lain.

2. Misi, hal-hal yang harus diemban atau dilakukan oleh
organisasi agar visi dapat tercapai tentunya dalam dimensi
jangka panjang pula

3. Agenda untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin
akan terjadi

4. Kebijakan yang akan menuntun proses pengambilan
keputusan dan menyediakan pula kerangka bagi keputusan
manajemen.

Berikut adalah hal-hal yang mendasari suatu keputusan yang
dianggap strategik. Dasar-dasar keputusan strategi ini lebih berat
bobotnya pada hal-hal diluar aspek taktis dalam operasionalisasi
strategi tersebut:



o

Keputusan harus mempunyai alasan atau argumen
keuangan atau sumber daya lain yang dibutuhkan: staffing
atau peralatan

Keputusan akan mempengaruhi keseluruhan atau sebagian
dari kegiatan organisasi

Keputusan harus mempertimbangkan dimensi jangka
panjang dari strategi

Keputusan akan mempengaruhi pihak diluar organisasi
Keputusan mengandung resiko terhadap kinerja organisasi
Keputusan dan arah strategi akan diperbaharui secara
paralel bila keadaan memaksa

Untuk mencapai Penerapan Manajemen Strategi yang Baik

Bernard Marr mengajukan 10 prinsip penerapan manajemen
strategis yang baik yaitu:

1.

© o Nk~ wWD

Kejelasan strategi,

Pengumpulan indikator kinerja yang tepat,
Pelaksanaan analisis manajemen kinerja,
Penciptaan budaya belajar yang positif,
Perolehan kepercayaan internal,
Penjajaran/pengarahan organisasi,
Perbaruan sistem terus-menerus,
Komunikasi dan pelaporan yang baik,
Implementasi software pendukung,

10 Dedikasi sumber daya dan waktu.
11. Peran Kepemimpinan

Agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan, maka

pemimpin dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap
perencanaan strategi yang telah dibuat dan memberikan perhatian
penuh pada implementasi dari sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan.
Selain itu, dalam pelaksanaannya, dibutuhkan komunikasi yang
baik antara pemimpin dan pegawainya agar terjadi harmonisasi dan
menghidari miskomunikasi dalam bekerja.

Untuk melaksanakan pengembangan pariwisata berdasarkan

manajemen strategis diperlukan prasyarat prasyarat yang telah
dijelaskan diatas, sebagaimana berikut ini :



Setelah  diketahui faktor-faktor penghambat yang
menyebabkan strategi implementasi kebijakan belum efektif,
sebagaimana hasil kajian analisis SWOT yang dilakukan pada bab
sebelumnya, selanjutnya adalah memberikan alternatif solusi
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai, dalam
upaya untuk mencapai tujuan visi dan misi daerah, melalui
implementasi kebijakan efektif dan unggul, dengan menerapkan
managemen strategi implementasi kebijakan pariwisata berdasarkan
kebutuhan pangsa pasar. Yang dimaksudkan pangsa pasar tersebut
adalah sesuai dengan kebutuhan atas permintaan stakeholder baik
wisatawan, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.Manajemen
strategi dancollobarative governanceakan menjadi landasan dalam
memperoleh temuan pada penelitian ini, keduanya merupakan
bagian dari New Publik Manajemen, yang berada pada ruang
lingkup administrasi publik. Karena itu teori manajemen stategis
yang digunakan untuk mencapai tujuan secara partisipatif dan
terukur, maka dari itu peneliti digunakan untuk menjadi metode
analisis penelitian ini.Selain menggunakan model teori utama dari
Edward, manajemen strategi sebagai teori pendukung. Penggunaan
manajemen strategi dan model collaborative governance,
berdasarkan atas tidak berhasilnya implementasi kebijakan
pengembangan pariwisata yang telah dilaksanakan, (pembahasan
pada bab 6). Dengan demikian dapat dikatakan teori manajemen
strategi yang peniliti sandingkan dengan model collaborative
governance ini, sebagaipenguat atau pendukung dari applicated
theory Edward pada implementasi kebijakan yang telah
dilaksanakan.Sebagaimana yang dikatakan Nugroho, bahwa tidak
ada satu pun dari model kebijalan publik yang terbaik, karena
bukan suatu kompetisi, namun dengan cara mengkombinasakan
teori tersebut akan lebih memperkuat, dan saling melengkapi
terhadap kelemahannya.

Untuk memberikan argumentasi yang lebih proporsional,
selain memvalidasi kerangka pemikiran yang telah disampaikan
pada bab 2, tentang landasan teori, peneliti akan memberikan
argumentatisi  tentang  perlunya  implementasi  kebijakan



pengembangan pariwisata ini menggunakan manajemen strategi
dan collobarotive governance.

Sebagaimana yang penulis sampaikan sebelumnya,
Michel E Porter, mengemukakan bahwa keunggulan
kompetitif dari setiap negara ditentukan seberapa mampu
negara tersebut mampu menciptakan lingkungan yang
menumbuhkan daya saing dari setiap aktor di dalamnya,
khususnya aktor ekonomi. Perubahan paradigma dari orientasi
manajemen yang serba negara menjadi berorientasi pasar.

Sejalan dengan pendapat di atas Nugroho menyatakan,
kebijakan publik adalah keharusan bagi setiap penyelenggara
negara. Karena itu keunggulan negara semakin ditentukan oleh
seberapa mampu para pengelola negara membangun kebijakan-
kebijakan unggul. Karena itu pemerintahannya harus dapat
membangun kebijakan-kebijakan publik yang unggul., maka negara
itu akan menjadi negara pemenang diantara negara-negara lain yang
menjadi kolega muapun pesaingnya.

Selanjutnya, untuk  mencapai  keberhasilan  dalam
pengimplementasian kebijakan publik sektor pariwisata sebagai
suatu kebijakan yang telah diyakini akan mendapatkan kebaikan
kepada masyarakatnya, melalui peningkatan ekonomi dan
kesejahteraan, sesuai dengan tujuan pembangunan pariwisata secara
hakikatnya adalah pembangunan yang dapat mensejahterakan
masyarakat secara berkelanjutan, untuk itu dari sisi pemerintah
selaku regulator, implementor kebijakan pariwisata haruslah
mempunyai struktur birokrasi yang baik, komunikasi yang tidak
tersumbat dari semua arah, kesediaan pelaksana sampai ketingkat
paling bawah, dan sumber daya manusia yang handal.

7.3. Pengembangan Pariwisata Model Collaborative
Governance Wanna



Strategi Collaborative governance merupakan bentuk
kemitraan tiga sektor antara pemerintah, pihak swasta dan
masyarakat dalam pengembangan kebijakan pariwisata yang
memungkinkan untuk diimplementasikan. Kemitraan tiga sektor
pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif self-
interest dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Ketiga sektor ini cendrung menyatakan bahwa kerjasama diantara
mereka dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai
masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan
untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh
kerjasama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

Penerapan strategi collaborative governance membuka
peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai
daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan untuk
mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun
implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena
keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan
kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. hal ini
ditanggapi sebagai kemungkinan pemerintah daerah melakukan
inisiasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak swasta sebagai
salah satu alternatif solusi bagi permasalahan sumber daya yang
dihadapi, melalui konsep collaborative governance.

Ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk
melakukan strategi collaborative governance, terutama masalah
keterbatasan sumber daya manusia maupun finansial, efisiensi dan
efektivitas pemerintahan dan pertanggungjawaban pemerintah
kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang
tentunya pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak dapat
mengandalkan  kinerja  pengembangan  pariwisata  dengan
mengandalkan sepenuhnya kepada sumber daya yang ada.
Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut membutuhkan energi
positif dari pihak swasta dan masyarakat untuk melakukan investasi
tidak hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk soft skill,
peningkatan kecakapan dan keterampilansumber daya manusia



untuk melakukan berbagai program akselerasi pengembangan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut.

Konsep collaborative governance mempunyai cakupan
lebih luas dibandingkan dengan kemitraan. Skala tertinggi dari
collaborative governance adalah memiliki kesamaan pandangan
dengan prinsip kemitraan. Oleh karena itu, secara konseptual dapat
diasumsikan bahwa kemitraan merupakan capaian tertinggi dari
tahapan collaborative governance. Model collaborative governance
merupakan suatu proses Yyang diakhiri dengan terwujudnya
kemitraan diantara para stakeholder sehingga kemitraan merupakan
hasil final dari proses collaboratve governance.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative
governance tidak terjadi begitu saja dengan memunculkan
karakteristik sebagaimana yang dikemukakan oleh para pakar
tersebut. Konsensus dan musyawarah terjadi begitu saja tanpa
adanya persiapan karena diikat oleh kepentingan yang sama,
demikian juga penggabungan sumberdaya dan material tidak
mutlak diperlukan karena aktivitas yang dilakukan masih bersifat
sederhana. Kemudian untuk hubungan yang setara juga tidak harus
terjadi, karena diantara stakeholder tidak mempunyai kemampuan
yang sama dalam melakukan kolaborasi.

Kasus pengelolaan pariwisata Tanah Laut memperlihatkan
bahwa proses pembangunan saat ini tidak lagi hanya menjadi
dominasipemerintah. Kritik bahwa pembangunan hanya menjadi
kepentingan pihak tertentu,menyadarkan pemerintah perlunya
collaborative governance yang transparan. Urgensi stakeholder,
warga duduk bersama mengambil keputusan publik adalah
hasilperencanaan dan konsensus melalui proses dialog tatap muka
secara demokratis (Anshell & Gash, 2007; Innes & Booher, 2010).

Anshell dan Gash (2008) menyatakan bahwa
kepemimpinan fasilitatif menjadi faktor yang mempengaruhi
keberhasilan proses kolaboratif. Mereka menyusun model
Collaborative Governance (gambar 1), dengan proses kolaboratif
sebagai unsur utama yang dipengaruhi oleh kepemimpinan dan
kelembagaan dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Sementara



itu, Huxham dan Vangen (2000) melakukan penelitian mengenai
kepemimpinan dalam pembentukan dan implementasi agenda
kolaboratif, dengan melihat peran kepemimpinan melalui media:
struktur, proses, dan peserta (participants) serta mengamati
aktivitas kepemimpinan dalam agenda kolaborasi dalam hal:
pengelolaan kekuasaan dan pengendalian agenda, pewakilan dan
penggerakan anggota organisasi, pemberian semangat dan
pemberdayaan anggota yang memiliki kemampuan mencapai tujuan
organisasi.

[Kepemimpinan|kolaboratif dimaksudkan sebagai
mekanisme pengaturan tata hubungan yang saling menguntungkan
antara dua pihak atau lebih yang bekerja menuju tujuan bersama
dengan berbagi tanggung jawab, wewenang dan akuntabilitas untuk
mencapai hasil. Kepemimpinan kolabratif sudah menjadi tuntutan
dan menjadi model kepemimpinan ideal yang harus dijamin oleh
mekanisme hukum vyang lebih kuat. Mengapa, karena
kepemimpinan kolabratif mencerminkan jaminan kesetaraan
seluruh rakyat Indonesia yang sesungguhnya di depan hukum, hak
asasi manusia dan sistem pemerintahan yang demokratis.

Praksis kepemimpinan kolaboratif, tentu tidak terbatas pada
tatanan kepemimpinan politik, melainkan semua bentuk manifestasi
kepemimpinan. Penegasan itu diperlukan agar dalam memaknai
kepemimpinan tidak sempit sebatas kepemimpinan dan jabatan
politik semata. Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali jenis-jenis
kepemimpinan bernuansa kolaboratif, seperti dalam lembaga
negara, badan usaha milik negara atau swasta, organisasi
kemasyarakatan, keagamaan, pemuda, organisasi profesi,
perusahaan, birokrasi pemerintahan, partai politik, hingga
organisasi menghimpun keterwakilan umat beragama.Seperti
gambar berikut ini:



http://kupang.tribunnews.com/tag/kepemimpinan




Gambar 7.3. Stakeholder dalam Pariwisata
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Sumber : Sunaryo (2013:217)

Di dalam organisasi-organisasi tersebut, sering dijumpai
praksis  kepemimpinan yang bersifat  kolaboratif; yang
mencerminkan perpaduan struktural yang berbasis perbedaan etnis,
suku, agama, ras, dan antargolongan, bahkan gender, dalam satu
wadah kepemimpinan. Mereka bergerak bersama, untuk mencapai
cita-cita yang menjadi tujuannya dengan menggerakkan semua
potensi sumber daya manusia dan aset terkait yang dimilikinya.

Menurut Wanna (2008), menurut Eppel (2013) bahwa
transformasi  collaborative  governance harus  melakukan,
membangun visi bersama, partisipasi, jejaring dan kemitraan.

Dapat dicermati dari hubungan (relationship) diantara pilar
governance yang membentuk suatu kontinum dari hubungan
informal hingga sampai formal. Dimana dalam proses transformasi
tersebut dimulai dari pengakuan akan keberadaan bersama (co-
existence), kemudian melakukan komunikasi (communication),
kooperasi (cooperation), koordinasi (co-ordination) hingga sampai
pada kolaborasi (collaboration). Sebagaimana pada gambar berikut
ini:



Gambar 7.4 Model Collaborative Wanna
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Dari pendapat di atas, menurut Wanna (2008) bahwa
tahapan collaborative governance bisa dimulai dari tahapan
membangun  visi  bersama(share  vision), partisipasi
(participative), jejaring (networking), dan kemitraan
(partnership). Dapat dijelaskan bahwa untuk melakukan
model kolaborasi, adalah Lembaga harus membangun visi
Bersama dengan melibatkan para stakeholder, misalnya
dengan agenda sosialisasi, peringatan hari jadi kabupaten,
dilakukan ide dan gagasan tentang kebijakan pengembangan
yang diinginkan.Partisipasi, adalah suatu keterlibatan
masyarakat dan pihak ketiga, misalnya dalam kegiatan-



kegiatan atau event yang diselenggarakan, sebagai
sponsorship atau penyandang dana dalam carnaval dan
festival atau kegiatan ceremonial untuk pengembangan
pariwisata. Jejaring, adalah menciptakan hubungan dengan
para stakeholder, terutama pada partisipan yang mempunyai
kesamaan visi, seperti para investor dari segi pembangunan
fisik, budayawan dari segi pengembayan budaya, dan seniman
dalam hal attraksi, termasuk masyarakat yang terlibat dalam
pokdarwis atau pegiat home industry serta asosiasi dan
komunitas yang terkait. Kemitraan (partnership), hal ini
biasanya diawali melalui kerjasama dengan penandatanganan
MoU, sebagai legalitas formal, memperkuat hubungan.
Kemitraan merupakan tujuan utama dari pada kolaborasi.

Thomson dan Perry dalam (Fairuza, 2017) berpendapat bahwa

terdapat 5 (lima) kunci dimensi kolaborasi , yaitu sebagai berikut :

1. Dimensi Tata Pemerintahan (The Process of Collaborative
Governing:  The  Governance Dimension), Dimensi
pemerintahan berkaitan dengan pengambilan keputusan
bersama (joint decision making), pengaturan pembagian daya,
dan pemecahan masalah.

2. Dimensi Administrasi (The Process of Collaborative: The
Administration Dimension), Dimensi administrasi dalam
kolaborasi sangat penting dalam keberlangsungan hubungan
pihakpihak yang berkolaborasi.

3. Dimensi Otonomi (The Process of Reconciling Individual and
Collective Interest: The Autonomy Dimension), Dimensi
otonomi memiliki hubungan yang kontras antara kontrol
bersama dan kontrol individu (Wood dan Grey), Dimensi
Mutualitas (The Process of Forging Mutually Benefical
Relationship: The Mutuality Dimension) Dimensi mutualisme



berakar pada saling ketergantungan. Sebuah organisasi harus

mengalami saling ketergantungan baik dalam kesamaan

kepentingan maupun perbedaan kepentingan, yang kemudian
disebut sebagai “complementarities”.

4. Proses Membangun Norma Sosial: Kepercayaan dan Dimensi
Timbal Balik (The Process of Building Social Capital Norms:
The Trust and Reciprocity Dimension) Ansell and Gash
dalam tulisannya yang berjudul ‘Collaborative Governance In
Theory and Practice’, proses kolaborasi terdapat komponen-
komponen yang membentuk siklus dan mempengaruhi satu
sama lain yaitu dapat diuraikan sebagai berikut:

(a) Face to face dialogue (Dialog antar-muka), Face to face
dialogue (Dialog antarmuka) sebagai bentuk komunikasi
menjadi hal yang penting dalam kolaborasi, karena adanya
proses pembentukan konsesus. Komunikasi langsung (face
to face) merupakan upaya untuk mengurangi streotipe
(vaitu persepsi aktor yang memandang adanya sisi buruk
aktor lain) dan meningkatkan rasa hormat antar aktor.

(b) Trust building, Membangun kepercayaan merupakan syarat
yang diperlukan untuk membangun kolaborasi yang solid.
Membangun kepercayaan memerlukan waktu yang tidak
singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan
komunikasi yang intensif (terus-menerus) dan penyesuaian
terhadap kondisi saat ini dari munculnya kembali konflik
masa lalu (prehistory antagonism).

(c) Commitment to process, Komitmen kepercayaan
merupakan komponen yang sangat penting dalam proses
kolaborasi(Pemahaman bersama), Sharedunderstanding
(Pemahaman bersama) merupakan hal yang penting dalam
mencapai tujuan bersama. Pemahaman bersama dapat
diartikan sebagai common misision (misi umum), common
purpose (tujuan umum), common objectives (obyektivitas
umum), dan shared vision (visi bersama).

5. Intermediate outcomes, Dampak sementara, yaitu adalah suatu

tahapan yang terjadi selama proses kolaborasi, oleh karena itu



ada kata “sementara” di dalamnya. Sehingga dampak sementara
menghasilkan feedbacks . Umpan balik yang diharapkan adalah
umpan balik yang positif, yang disebut “small-wins”
(kemenangan kecil). Kolaboasi menjadi isu kebijakan strategis
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang selama ini
memberi dampak yang luas bagi perubahan aspek-aspek
kehidupan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terhadap
pembangunan pemerintah terkesan lebih dominan dan dapat
bertindak sebagai aktor dalam penyelenggaraan pelayanan
publik sehingga keterlibatan masyarakat sangat terbatas.
Untuk memberikan alternatif solusi kepada Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Laut,sebagai upaya untuk mencapai
efektivitas strategi implementasi kebijakan pariwisata, agar efektif
yaitu melalui manajemen strategi dan Collaborative governance,
sekaligus juga mencari titik lemah pelaksanaan strategi dilihat dari
kerangka pikir collaborative governance yang dimaksud, untuk
kemudian dicarikan alternatif strategi apa yang dapat dilaksanakan
agar implementasi kebijakan pariwisata efektif.

7.4. Model Pengembangan Pariwisata Kolaboratif

Selanjutnya untuk melakukan best practice dalam Model
Kolaboratif, yaitu mengkombinasikan antara model Edward dengan
model collorative Wanna, vyang telah diuraikan diatas, agar
menemukan titik temu model strategi implementasi kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan para stakeholder dan berorientasi pangsa
pasar, berikut melakukan Analisis lingkungan strategis terhadap
pengembangan  pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, perlu
menetapkan lingkungan-lingkungan strategis secara menyeluruh,
sebagaimana berikut ini:

Pertama, Lingkungan, adalah sebagai komponen yang
berperan dalam manajemen strategi, untuk keberhasilan dalam
pencapaian target pelaksanaan manajemen strategi haruslah
memperhitung kan kondisi lingkungan. Lingkungan sebagai salah
satu faktor penentu dalam pengembangan pariwisata di kabupaten
Tanah Laut tentu harus diperhatikan, termasuk sosial ekonomi



masyarakat. Melihat dari menjadi 22 lokasi objek wisata alam,
khususnya 7 buah objek wisata yang menjadi tanggung jawab
Pemerintah, telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu
komponen Manajemen Strategi adalah lingkungan, bahwa kondisi
sosial ekonomi, dan geografis sangat menentukan tehadap
keberhasilan (Mulyasa).

Kedua, adalah visi dan misi daerah, dalam hal ini visi dan
misi Bupati yang telah dibuat sejak terpilih adalah, “Tanah Laut
berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel, dan Terunggul”.
(BerKaRakter).

Dari segi formulasi visi yang dibuat sudah sangat tepat,
berurutan, hirarki, mengangdung makna pada setiap kata, frase dan
kalimat. Dengan penjabaran pada setiap kata yang tertulis pada visi.
Demikian juga dengan misi, yang merupakan jawaban dari sebuah
pertanyaan “what are we going to do”. Misi adalah sebagai
pekerjaan yang menjadi pilihan strategi untuk dilakukan daripada
tugas kepala daerah. Misi yang berkenaan dukungan dan cakupan
regulasi terhadap pariwisata sudah sangat jelas pada misi ke lima
dan ke tujuh. Pada agenda telah ditetapkan arah sasaran
pembangunan pariwisata adalah menciptakan pariwisata yang
unggul secara komparatif dan kompetitif. Misi yang memberikan
arah terhadap seni budaya dinyatakan dalam misi ketujuh. Bahwa
pengembangan seni budaya kreatif akan difasilitasi melalui festival,
lomba dalam even yang terkait dengan peringatan tertentu. Hal ini
menunjukkan visi dan misi sebagai sebuah rumusan yang menjadi
acuan rencangan pembangun daerah, lalu di breakdown menjadi
RPJMD, sebagai sumber daripada renstra SKPD. Secara isi,
kepadatan makna, sangat memenuhi sebagai sebuah rumusan
regulasi, dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan hokum,
pemerataan.

Dari segi rumusan yang menjadi dasar dari pada regulasi
kebijakan, khususnya kebijakan pengembangan pariwisata, visi dan
misi secara keseluruhan narasi dan formulasi mencakup aspek,
pembangunan, pengembangan, perencanaan, sarana prasarana,
infrastruktur, fasilitas, pengembangan adat, budaya, istiadat, seni,



budaya lokal (local wisdom), inovasi teknologi. Pentingnya visi dan
misi ini, dikarenakan adanya gambaran apa yang akan dijadikan
sebagai nilai, keinginan dan tujuan dari daerah, selain itu cita-cita
masa depan dari sebuah daerah, dengan tingkat keunggulan yang
ingin dicapai daerah. Meskipun hal ini peneliti tidak mengukur
pada pencapaian visi dan misi, namun menjelaskan bahwa visi
sebagai sebuah formulasi kebijakan sudah memiliki kualitas dan
kapabilitas dalam menggerakkan semangat, motivasi anggota
organisasi perangkat daerah. Sementaramisi dapat menjadi standar
mutu usaha yang harus dicapai oleh seluruh komponen. Sedangkan
misi akan menjadi rujukan dalam menentukan arah target kegiatan.

Ketiga, Struktur Organisasi yaitu Dinas Pariwisata
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Organisasi birokrasi kaki
tangan pemerintahan daerah Kabupaten merupakan Lembaga
formal, yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi
perumusan kebijakan Bupati. Struktur organisasi dikepalai seorang
kepala dinas dengan satu orang sekretaris, mempunyai empat
bidang, delapan kepala seksi, dua orang kepala sub bagian dengan
jumlah keseluruhan tenaga 46 orang. Perwakilan UPT objek wisata
Takisung. Terkait bidang yang menangani pariwisata ada dua
orang, yaitu bidang pemasaran meliputi; promosi dan hubungan
antara jaringan, sementara bidang potensi meliputi; pengembangan
objek wisata dan usaha jasa kepariwisataan. Penekanan dalam
struktur organisasi Disparbudpora ini yang peneliti ungkapkan
adalah bahwa Disparbudpora sangat strategis sebagai salah satu
SKPD, yang memiliki alat kelengkapan organisasi, dengan struktur
yang ada, sistem kepemimpinan organisasi memenuhi standar
dalam struktur organisasi teknis pelaksana kegiatan daerah,
memiliki perangkat dan mekanisme kerja dan tugas fungsi yang
jelas pada setiap level kedudukan dan posisi personal anggota
organisasi.

Keempat, Kebijakan adalah sebuah ketentuan yang dibuat
pimpinan, dari mulai pimpinan tertinggi kepala daerah, dijabarkan
lewat rencana strategis, kemudian dimasukkan dalam program
kegiatan, program kerja untuk dijalankan organisasi. Kebijakan



disparbudpora yang telah dibuat telah diketahui berdasarkan visi
dan misi bupati, yang tergambar di dalam renstra disparbudpora
secara terbuka, transparan. Selain itu kebijakan harus memberikan
jaminan kepastian hukum, keadilan, pemerataan dan bernilai guna
bagi masyarakat, berikut adalah kebijakan disparbudpora;

Kebijakan pembangunan pariwisata kebudayaan, pemuda
dan olahraga Kabupaten Tanah Laut tahun 2013-2018, diarahkan
untuk meningkatkan terwujudnya mayarakat Kabupaten Tanah Laut
yang beriman, sejahtera dan berkeadilan, melalui:

1. Meningkatkan kerjasama dan peran serta masyarakat
Bersama dunia usaha dan lemabaga Sosial kemasyarakatan.

2. Meningkatkan  perkembangan  pembangunan  sarana
prasarana Pariwisata dan menampilkan seni budaya daerah
yang mampu berdaya saing beserta memberdayakan potensi
budaya tradisional regional dan nasional.

3. Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan insan pemuda
olahragawan yang dinamis, berprestasi dan sejahtera.

4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pemuda
dan olahraga yang efektif, berprestasi, inovatif dan
berstandar nasional.

Dengan demikian komponen kebijakan yang dimiliki
disparbudpora sangat strategis untuk dijalankan karena kedapan
menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

Kelima, Sistem perancanaan, adalah komponen yang
harus ada pada sebuah organisasi yang ingin maju dan unggul.
Karena perencanaan adalah berfungsi menentukan arah masa depan
lemabaga itu sendiri. Dalam perencanaan Lembaga, yang terpenting
adalah memperhatikan unsur-unsur kekuatan, peluang, dan
kelemahan ancaman. Selain itu perencaan yang baik tidak hanya
bersifat alokatif tetapi juga harus memberikan inspiratif dan unsur
kreatifitas, tidak statis. Dalam sistem manajemen strategi sistem
perencanaan adalah unsur terpenting sebagai pegangan dalam
kegiatan. Sebagaimana kata Benyamin Franklin, “if’ you fail to
plan, you are planning to fail .

Melihat dari pada program perencanaan kegiatan,



indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yaitu
sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai 6 rencana program kegiatan.

2. Bidang Kebudayaan mempunyai 3 rencana program
kegiatan,yaitu; program pengembangan nilai budaya,
pengelolaan kekayaan budaya, dan pengelolaan keragaman
budaya.

3. Bidang kepemudaan dan olahraga, mempunyai 6 rencana
program kegiatan,

4. Bidang pemasaran pariwista, hanya mempunyai 1 rencana
program kegiatan, yaitu program pengembangan pemasaran
pariwisata

5. Bidang potensi pariwisata, mempunyai 2 rencana program
kegiatan, vyaitu; program pengembangan  destinasi
pariwisata, dan program pengembangan kemitraan.

Dengan demikian dalam komponen manajemen strategi
perencanaan adalah bagian yang strategis didalamnya, namun dua
bidang pariwisata memiliki paling sedikit program, secara
komparatif dibandingkan dengan bidang lain.

Keenam, sistem koordinasi, termasuk komunikasi adalah
bagian arus penghubung messege, perintah, instruksi maupun
informasi adalah bagian yang harus ada keterlibatan koordinasi.
Dalam hal ini koordinasi biasanya dilakukan secara harisontal, pada
kedudukan setara di dalam organisasi, akan tetapi perlakuan nya
harus bersifat menyeluruh pada semua staf internal organisasi,
koordinasi keluar bersifat eksternal tetap memperhatikan aspek
etika dan aturan hubungan organisasi. Karena itu adanya koordinasi
adalah salah satu bagian penting dalam manajemen strategi.Dalam
hal koordinasi, sesuai dengan salah satu analisis SWOT dalam
renstra disparbudpora, memberikan formulasi bahwa;
disparbudpora telah melaksanakan peningkatan koordinasi
kerjasama dan kemitraan antara disparbudpora dengan instansi dan
seluruh disparbudpora.

Ketujuh, adalah sistem pengendalian dan evaluasi. Dalam
struktur organisasi kecil sampai besar, yang berkala makro, maka



pengendalian dan evaluasi adalah hal utama, agar pencapaian dan
sistem pelaporan bisa dilihat oleh pimpinan.Karena dalam
manajemen strategi yang bisa melakukan perubahan secara cepat,
adalah didasarkan atas adalah evaluasi, sehingga perlu tindakan
pengendalian. Pengendalian juga sebagai alat untuk membetulkan
arah organisasi yang akan lepas dari koridor dan ketentuan visi dan
misi. Untuk itu komponen ini menjadi bagian yang penting dalam
manajemen strategi yang dilaksanakan. Untuk pengendalian secara
internal disparbudpora tidak memiliki suatu badan fungsional
pengawasan khusus, hanya ada satu perwakilan Unit Pelayanan
Teknis di Kecamatan Takisung. Sedangkan untuk pengawasan
eksternal melekat pada inspektorat daerah, yang tugasnya lebih
kepada pengawasan keuangan.

Pangsa pasar, adalah titik awal dalam membuat ketentuan
tujuan daripada sebuah manajemen strategi. Melihat sasaran pangsa
pasar yang menjadi target, inilah yang harus dilakukan. Kalau
dalam korporet terkait produksi, sedangkan pada organisasi nirlaba
pada pengembangan pariwisata adalah pangsa pasar yang
bagaimana maunya dibangun, apakah tingkat masyarakat rendah
atau menengah. Kalau cakupannya pangsa pasar, yang hanya pada
lokal, regional maupun nasional dan diharapkan pada cakupan
internasional atau wisatawan manca negara. Dalam menentukan
pangsa pasar yang terpenting harus memperhatikan lingkungan;
potensi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, kemudian baru
menentukan segmen produk yang dipasarkan. Dalam hal ini tentu
akan bisa dilihat bahwa bila dari potensi lingkungan atau produk
yang berkualitas, unggul sudah dipastikan akan mendapatkan
pangsa pasar yang banyak mendatangkan keuntungan. Karena itu
pangsa pasar adalah komponen yang tidak boleh diabaikan jika
dalam pengembangan pariwisata yang unggul. Salah satu elemen
dari pada orientasi pada pangsa pasar, terdapat dalam isu strategis
disparbudpora, pada nomor 8 berbunyi, bahwa “pembangunan
objek dan daya tarik wisata masih bertumpu kepada keinginan
produk bukan kepada orientasi keinginan pasar’. Dengan demikian
arah sasaran daripada pengembangan belum menuju sesuai



permintaan pangsa pasar.

Maka semua komponen itu sangat penting untuk
diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan dalam menerapkan
managemen strategi pengembangan pariwisata yang sedang
berjalan maupun yang akan dilaksanakan.

Untuk terlaksana pengembangan pariwisata yang sesuai
dengan harapan diperlukan langkah-langkah penetapan manajemen
strategi, menurut Mulyasa, (2003), langkah-langkah penetapan
strategis ada empat, yaitu menetapkan misi, menetapkan profil
lembaga, menganalisis dan menetapkan program jangka pendek.
Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Penetapan visi dan misi Lembaga pelaksana, dalam hal ini
disparbudpora yang bertanggung jawab terhadap seluruh
operasional pariwisata. Dalam hal visi dan misi yang
ditetapkan merupakan kepanjangan dari visi misi kepala
daerah, atau visi misi bupati yang dijabarkan kedalam visi
dan misi disparbudpora. Sebagaimana dikatakan bahwa visi
dan misi mengandung dimensi-dimensi yang harus
dijalankan. Oleh karena itu harus bertanggungjawab
keberhasilannya. Untuk menuju ke depan kebijakan tentu
harus menetapkan visi misi yang lebih baik.

b. Penetapan profil Lembaga disparbudpora, bidang apa saja
yang ditampilkan, skill dan kompetensi apa saja yang
dikembangkan, pangsa pasar apa yang diinginkan. Semua
harus dianalisis sebelum memberikan profil tersebut, dengan
memperhatikan kembali kekuatan, kelemahan, ancaman dan
peluangnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal harus
dilakukan dengan secermat mungkin, memperhatikan arah
daerah dan Lembaga mana yang akan dikembangkan. Dalam
hal profil pariwisata, peneliti belum mendapatkan bentuk
spesifik mengenai profil pariwisata di lokus, hanya berupa
sttuktur dinas pariwisata.

c. Menetapkan analisis dan pilihan strategis. Dalam hal ini yang
perlu dianalisis adalah masalah kebijakan pemerintah, tentu
dari kebijakan paling tinggi sampai pada kepala dinas sebagai



kepala dinas, misalnya saja dalam bidang politik apa yang
sedang dijalankan disaat mendatang, apakah menjamin pada
stabilitas keamanan. Kemudian dibidang ekonomi, kondisi
pangsa pasar yang bagaimana ke depan, melihat dari tingkat
kesejahteraan masyarakat yang ada.

d. Menetapkan program adalah sebagai langkah yang
menentukan dalam menjalankan manajemen strategis. Yaitu
menetapkan program jangka Panjang, dalam hal ini
diterapkan tujuan dan sasaran jangka Panjang, potensi faktor
pendukung dan masalah yang dihadapi serta langkah-langkah
strategis. Sebagaimana gambar flowchart berikut ini :

Gambar 7.5 Model Korporet Manajemen Strategi
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Flowchart di atas model untuk korporasi, sebagaimana
penetapan pilihan strategis yang telah diuraikan diatas, dalam hal




ini sebagai sektor publik tentu lebih cendrung pada strategi
korporasi, namun apabila pengembangan objek wisata melalui
pihak ketiga, tentuakan memilih strategi bisnis. Untuk itulah
diperlukan lagi adanya kerjama. Dalam hal ini untuk memperkuat
daripada teori manajemen strategi melalui teori collaboration
governance, Yyang dapat memberikan kejelasan  bentuk
pengembangan selanjutnya.

Terkait praktiknya model collaborative governance
sebenarnya, model vyang dilaksanakan melalui partisipasi,
bekerjasama dengan pihak-pihak stakeholder. Namun dilaksanakan
dengan tahapan yang diawali dengan menyamakan visi, selanjutnya
membuat visi bersama melalui kepercayaan terhadap kepentingan.
Kepentingan tersebut menjadi keharusan adanya komunikasi yang
intensif, dalam rangka saling merespon terhadap kepentingan,
hubungan yang diciptakan dengan baik dari antar personal dan
kelompok akan menciptakan koperasi atau kerjasama. Setelah itu
barulah dilaksanakan kolaraborasi terhadap program kegiatan atau
suatu proyek yang dijalankan Bersama. Para stakeholder, dalam
hal ini akan mendapatkan kewenangan dan kewajiban pada
melakukan rangkaian kegiatan, dari perencanaan, pembuatan
konsep, pelaksanaan hingga pelaksanaansampai pada evaluasi.

Menurut Sabaruddin kolaborasi adalah kerja sama antar
aktor, antar organisasi, antar institusi dalam rangka pencapaian
tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen.
Kolaborasi pada esensinya hanya dikenal sebagai kerja sama
dengan para aktor baik secara kelompok ataupun secara individu
sebagai bentuk komitmen kerja, kesamaan visi dan misi serta tujuan
untuk diwujudkan secara bersama-sama dan memungkinkan akan
sulit untuk dicapai ketika masing-masing aktor bekerja secara
individu atau persomalisme. Sedangkan menurut Dwiyanto, kerja
sama secara kolaboratif masing-masing aktor diikat oleh adanya
satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah
atau isu tertentu, yang dirasakan oleh semua pihak. Kemauan untuk
melakukan kerja sama secara kolaborasi muncul karena adanya
keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan



bersama oleh suatu organisasi publik dengan mitranya dari
organisasi sektor privat (Dwiyanto). Selanjutnya konsep kolaborasi
menurut Aan Marie Thomson dalam Pramusinto dan Purwanto
dijelaskan bahwa kolaborasi merupakan sebuah konsep yang mirip
dengan kerja sama tetapi memiliki makna yang lebih dalam, yakni
merupakan proses kolektif dalam pembentukan sebuah kesatuan,
yang didasari oleh hubungan saling menguntungkan (mutualisme),
dan adanya kesamaan tujuan dari organisasi-organisasi atau
individu-individu yang memiliki sifat otonom, saling berinteraksi
melalui negoisasi baik secara formal maupun informal. Berikut ini
adalah tiga pendapat dari para ahli yang dikutip dari tulisan Fairuza,
menurut  Agranoff dan  McGuire dikutip dari tulisan
Fairuzamemandang bahwa kolaborasi sebagai aktivitas-aktivitas
yang bersifat horizontal dan vertikal. Kemudian, aktivitas tersebut
dianalisis melalui komponen-komponen sebagai berikut: (a)
Komunikasi, Komunikasi yang intensif sangatlah penting dalam
kolaborasi. Kolaborasi dapat dilakukan baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Komunikasi yang dilakukan secara
tidak langsung dapat melalui perantara teknologi. (b) Nilai tambah,
Nilai yang dimaksud disini adalah nilai publik, yakni yang
dihasilkan dari efisiensi, demokrasi dalam institusi/organisasi, dan
proses kolaborasi. (¢) Deliberasi, Deliberasi merupakan kelebihan
dari  kolaborasi yang ~membentuk pembelajaran  saling
menguntungkan (mutual learning), pembangunan komunitas
(building communities), dan pemanfaatan proses interaktif
(employing interactive).

Dalam melaksanakan program kebijakan pengembangan
pariwisata di Tanah Laut ke depan adalah suatu keniscayaan,
karena kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah
untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dan apa perbedaan yang
dibuat (Dye), Karena kebijakan adalah tentang perbedaan yang
dibuat, oleh karenanya berarti bahwa kebijakan publik pasti berupa
untuk hasil (Dunn, Patton & Sawick). Kebijakan publik dirumuskan
oleh tujuan tertentu, dan tujuannya sebaiknya diukur. Jumlahnya
dinamakan sebagai kinerja, secara keseluruhan dasar proses



kebijakan  publik  terdiri  dari  mendefinisikan  masalah,
mendefinisikan kriteria evaluasi, mendefinisikan alternatif-alternatif
kebijakan, mengevaluasi alternatif-alternatif, menyeleksi kebijakan
yang dipilih, dan kemudian mengimplementasikan kebijakan yang
dipilih (Patton & Sawick). Nilai kebijakan adalah menyangkut
kinerja apa yang dibuat. Nilai kebijakan adalah menyangkut kinerja
apa yang dibuat. Nilai kebijakan mendorong implementasi
kebijakan. Sehingga, kebijakan publik tidak akan pernah menjadi
kebijakan publik jika belum pernah diimplementasikan. Oleh
karena itu, sebagian besar kinerja kebijakan tergantung pada
implementasinya. Keberhasilan kegagalan implementasi kebijakan
menjadi perhatian.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan
pengembangan pariwisata yang unggul dan efektif. Sebagaimana
teori manajemen strategi dan collabobative governance, yang telah
diuraikan di atas. Melalui kombinasi kedua teori dalam
melaksanakan implementasia kebijakan, diyakinkan akan menjadi
pemenang dalam secara komparatif dan kompetitip dalam
penyelenggaraan pengembangan pariwisata, sekaligus juga mencari
titik lemah pelaksanaan strategi dilihat dari temuan-temuan yang
telah peneliti kemukakan pada bab 5 dan 6, untuk kemudian
dicarikan alternatif strategi apa yang dapat dilaksanakan agar
implementasi kebijakan pariwisata efektif dan unggul.

Beberapa rumusan dalam melaksanakan manajemen strategi
dan collaborative, yaitu sebagai berikut:

Strategi yang digunakan dalam implementasi kebijakan,
hendaklah menggunakan strategi korporasi, Kkarena strategi
korporasi, yaitu suatu strategi yang melakukan pemilihan unggulan
untuk pengelolaan secara strategis, misalnya pemerataan,
kebermutuan, dan efesiensi. Ditambahkan Sanusi, termasuk
kemantapan (stability), pertumbuhan, dan retrenchment, antar
Lembaga, Selain itu manajemen strategi lebih bersifat responsif,
tanggap terhadap keadaan, strategi yang jelas serta visi kedepan
dari organisasi, arah strategi yang ditekankan oleh pimpinan
tertinggi, dengan mempertimbangkan keinginan rekanan serta



stakeholder, kerangka struktur dan sistem kebijakan dalam semua
tingkatan manajemen yang dapat dijadikan dasar dalam koordinasi
segala hal (termasuk tujuan yang bermacam-macam) walaupun
dihadapkan dalam situasi persaingan antar prioritas dan tujuan yang
sama sekali berbeda. Mengetahui kebutuhan dari masyarakat, bukan
hanya kenyamanan dalam organisasi. Tingkat efisiensi dan value
for money yang lebih tinggi. Perbaikan dan inovasi dalam
penyampaian layanan publik kepada masyarakat.

Dalam hal penerapan kolaborasinya adalah, bekerjasama
dalam pembuatan kebijakan, Komunikasi yang baik dengan
rekanan dan penerima layanan, Koordinasi antara pemerintahan
pusat dan daerah yang lebih baik. merupakan proses kolektif dalam
pembentukan sebuah kesatuan, yang didasari oleh hubungan saling
menguntungkan (mutualisme), dan adanya kesamaan tujuan dari
organisasi-organisasi atau individu-individu yang memiliki sifat
otonom, saling berinteraksi melalui negoisasi baik secara formal
maupun informal. Aktivitas tersebut dianalisis melalui komponen-
komponen sebagai berikut: (a) Komunikasi, Komunikasi yang
intensif sangatlah penting dalam kolaborasi. Kolaborasi dapat
dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
Komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung dapat melalui
perantara teknologi. (b) Nilai tambah, Nilai yang dimaksud disini
adalah nilai publik, yakni yang dihasilkan dari efisiensi, demokrasi
dalam institusi/organisasi, dan proses kolaborasi. (c) Deliberasi,
Deliberasi merupakan kelebihan dari kolaborasi yang membentuk
pembelajaran  saling  menguntungkan  (mutual  learning),
pembangunan komunitas (building communities), dan pemanfaatan
prosesinteraktif (employing interactive)

Untuk melihat konsep terbarukan dari kendala yang
dihadapi, maka konsep implementasi kebijakan dapat dilaksanakan
melalui manajemen strategi yang disandingkan dengan model
collaborative governance. Sebagaimana model yang peneliti
gambarkan berikut ini:



Gambar 7.6 Model Pengembangan Pariwisata Kolaboratif
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Sumber: Adaptasi Model Edwad dan Wanna
Dari kerangka aplikasi kedua teori yang telah dikolabirasikan
di atas, maka dapat dilakukan pengembangan pariwisata di Tanah

Laut,

melalui analisis, dan pengukuran dari indikator model

Edward, kemudian peneliti gunakan teori manajemen strategi yang

dikombinasikan dengan model

kolaborasi Wanna, agar bisa

memberikan solusi yang tepat pada masalah yang dihadapi ini, dan
dapat keluar dari persoalan yang saling berkaitan.



Dengan sekuensi dari hasil best practice dan analisis
manajemen strategi, yang dikolaborasikan dengan model
collaboraitive, dapat peneliti simpulkan bahwa; Pelaksanaan
Implementasi  Kebijakan pengembangan pariwisata melalui
landasan teori (applicative theory) kebijakan publik (public policy)
model Edward didukung dengan teori model kolaborasi Wanna,
akan memastikan suatu keberhasilan dan keluar sebagai pemenang
karena outputnya sesuai kebutuhan pasar, dan stakeholder, selalu
berorientasi masa depan. Melalui analisis lingkungan yang tepat,
penetapan visi misi, program, pelaksanaan serta pengendalian, yang
bisa diukur kemajuannya. Dukungan model kolaborasi juga akan
menjadi konsepsi gagasan model yang berperan secara optimal dan
sinergis antara  pemerintah dan  masyarakat  sehingga
pelaksanaannya memberi manfaat bagi masyarakat dan
berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat., serta perlunya
memberdayakan berbagai pelaku dari dimensi publik, swasta dan
atau masyarakaat untuk menyelesaikan pembangunan (Emerson,
Nabatchi and Balogh, Melalui kolaborasi pemerintah dengan pihak
swasta dan masyarakat diharapkan pembangunan aset publik dapat
dikembangkan lebih cepat, terdapat manajemen pemanfaatan dan
pemeliharaan yang lebih baik, dan masyarakat dapat lebih nyaman
dalam memanfaatkan, dan terpenting adalah pemerintah tidak
terbebani dalam menanggung biaya pengelolaan dan pemeliharaan.
Dengan  demikian akan tercapai  pembangunan  yang
berkesinambungan, = menjadikan  rakyat sejahtera  melalui
pemerataan dan berkeadilan. Sesuai dengan arah kebijakan yang
termuat dalam renstra Disparbudpora, yaitu:

Pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat;

2. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk pengembangan
pariwisata pedesaan dan pariwisata yang ditunjang oleh
industri kecil;

3. Pembangunan daya Tarik wisata melalui atraksi yang
berbasis pada alam, seni budaya, sistem sosial serta
kehidupan masyarakat (living culture)



4. Pembangunan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun
dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang
menunjang pertumbuhan ekonomi lokal, dan;

5. Pembangunan dan pengembangan Kawasan wisata melalu
kerjasama dengan investor. (RIPKD, 2014)

Dari kebijakan di atas paling tidak ada tiga hal penting yang
sangat terkait dengan permasalahan pengembangan ini, vyaitu
pembangunan yang didasarkan pada ekonomi masyarakat, kedua
berkenaan dengan kearifan lokal (local wisdom), dan ketiga adalah
adanya kerjasama dengan investor, yang berarti arah sasaran dan
pelaksanaan pengembangan dilaksanakan secara bottom up.
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